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Serah Terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat 

Tahun Anggaran 2024 Unaudited 

Pontianak, 27 Maret 2025 – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi 

Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menerima penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran (TA) 2024 unaudited dari Pemerintah 

Provinsi, Kabupaten, Kota se-Kalimantan Barat bertempat di Aula BPK Perwakilan 

Provinsi Kalimantan Barat. Acara ini dihadiri oleh para Kepala Daerah se-Kalimantan 

Barat, Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, Para Inspektur Kabupaten/Kota se- 

Kalimantan Barat, Para Kepala BPKAD se-Kalimantan Barat, serta tim pemeriksa LKPD 

se-Kalimantan Barat. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat TA 2024 diserahkan 

langsung oleh masing-masing Pemerintah Daerah dhi. Kepala Daerah se-Kalimantan 

Barat dan diterima oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Sri 

Haryati, dengan menandatangani berita acara serah terima penyerahan. Dalam 

sambutannya, Kepala BPK Perwakilan menyampaikan apresiasi dan terima kasih 

kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan jajarannya yang telah 

menyelesaikan LKPD Provinsi, Kabupaten, Kota se-Kalimantan Barat TA 2024 

unaudited tepat waktu. 

Sesuai dengan amanat pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK akan 

menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Audited selambat-lambatnya 2 

bulan setelah menerima LKPD unaudited. Dengan demikian, Kepala BPK Perwakilan 

Provinsi Kalimantan Barat meminta dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Daerah 

agar pelaksanaan pemeriksaan LKPD TA 2024 yang akan segera dimulai dapat 

berjalan secara efektif dan efisien. Pemeriksaan atas LKPD TA 2024 bertujuan untuk 

memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan mempertimbangkan kesesuaian 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kecukupan 

pengungkapan. 
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